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BERITA DAERAH 

KABUPATEN BANTUL 
No.63,2016                                                Dinas     Kesehatan    Kabupaten  Bantul. 

                                               KEUANGAN.  BADAN  LAYANAN  UMUM 

                                            DAERAH.  Perubahan  Kedua.  Peraturan 

                                               Bupati  Bantul   Nomor  95  Tahun   2014 
                                               (Berita Daerah Kabupaten Bantul  Tahun 

                                                2014  Nomor  95 ).   

  

 

 

BUPATI BANTUL 
 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
 

PERATURAN  BUPATI  BANTUL  
 

NOMOR  63  TAHUN 2016 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 95 TAHUN 2014 

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN       

LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN BANTUL 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

                    BUPATI  BANTUL, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas, perlu 

dilakukan penyempurnaan terhadap pedoman pelaksanaan 
Pengelolaan Badan Kayanan Umum Daerah pada Puskesmas di 
Kabupaten Bantul; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 

a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 95 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah pada Puskesmas di Kabupaten Bantul; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan  Daerah Istimewa 
Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 44); 
 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

 
4. Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  

Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5657); 
 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang  Penetapan 

Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 
14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
59); 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 205 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negera Republik Indonesia Nomor 4502); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negera 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

Daerah; 
 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang 

Pusat Kesehatan Masyarakat; 
 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 17); 
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 
8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2); 

 
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2008 tentang Rincian 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten 

Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Nomor 
59); 

 
14. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

Daerah pada Puskesmas di Kabupaten Bantul (Berita Daerah 
Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 95) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas di Kabupaten 
Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 
91); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 95 TAHUN 2014 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN 
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA  

PUSKESMAS DI KABUPATEN BANTUL. 
 

Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2014 tentang     

Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada 
Puskesmas di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014    
Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2014     
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum      

Daerah pada Puskesmas di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul 
Tahun 2015 Nomor 91) diubah sebagai berikut : 
 

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 13 

 
(1)   Pemimpin BLUD mengusulkan pembantu bendahara penerimaan selaku 

bendahara penerimaan BLUD guna melaksanakan fungsi perbendaharaan 
untuk pendapatan BLUD kepada PPKD melalui Kepala Dinas. 
 

(2)   Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),     
dilaksanakan melalui rekening kas BLUD. 
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(3)   Pemimpin BLUD setiap bulan melaporkan pendapatan BLUD kepada PPKD 

melalui Kepala Dinas dan setiap triwulan mengajukan pengesahan laporan 
BLUD kepada PPKD melalui Kepala Dinas, dengan melampirkan Surat 
Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) untuk pendapatan BLUD. 

 
2. Ketentuan Pasal 17 dihapus. 

 

3. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Paragraf baru yakni     
Paragraf 3 dan 9 (sembilan) Pasal baru yakni Pasal 21A, Pasal 21B, Pasal 21C, 

Pasal 21D, Pasal 21E, Pasal 21F, Pasal 21G, Pasal 21H dan Pasal 21I, sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 

 

Paragraf 3 
Pejabat Pengelola BLUD 

 
Pasal 21A 

 

(1) Pejabat pengelola BLUD terdiri atas : 
a. pemimpin; 
b. pejabat keuangan; dan 

c. pejabat teknis. 
 

(2) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang      
berlaku pada Puskesmas. 

 
Pasal 21B 

 
(1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A ayat (1), ditetapkan berdasarkan 

kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat. 
 

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan 

dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD berupa      
pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam 

pelaksanaan tugas jabatannya. 
 

(3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

merupakan kepentingan BLUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan 
non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik. 

 
Pasal 21C 

 

(1) Pejabat pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul 
Kepala Dinas. 
 

(2) Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas. 
 

(3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD bertanggung jawab kepada 
pemimpin BLUD. 

 

(4) Pejabat keuangan BLUD sekaligus ditetapkan sebagai Bendahara BLUD. 
 
 

 
 

 



5                                                                                                                                                      2016 

 

 
 

Pasal 21 D 
 
(1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A ayat (1) huruf a, 

mempunyai tugas dan kewajiban : 
a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan 

mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD; 

b. menyusun renstra bisnis BLUD; 
c. menyiapkan RBA; 

d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis     
kepada Bupati melalui Kepala Dinas; 

e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang 

telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan 
f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta 

keuangan BLUD kepada Bupati melalui Kepala Dinas. 
 

(2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab       
umum operasional dan keuangan BLUD. 

 

Pasal 21 E 
 

(1) Pejabat keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A ayat (1) 
huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban : 
a. mengkoordinasikan penyusunan RBA; 

b. menyiapkan DPA-BLUD; 
c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya; 

d. menyelenggarakan pengelolaan kas; 
e. melakukan pengelolaan utang-piutang; 
f. melakukan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi; 

g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan 
h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. 

 

(2) Pejabat keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai       

penanggung jawab keuangan BLUD. 
 

Pasal 21F 

 
(1) Pejabat teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A ayat (1) huruf    

c, mempunyai tugas dan kewajiban : 
a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya; 
b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan 

c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya. 
 

(2) Pejabat teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban      

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai     
penanggung jawab teknis di bidang masing-masing. 

 
(3) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas 

sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya. 
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Pasal 21G 

 

(1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan. 
 

(2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS     
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau 

berdasarkan kontrak. 
(3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD       

yang berasal dari PNS diseuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
 

(4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD yang berasal dari non PNS 
dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif       
dalam meningkatkan pelayanan. 

 
 
 

 
Pasal 21H 

 
(1) Pemimpin BLUD merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang     

daerah pada Dinas Kesehatan. 

 
(2) Dalam hal pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal     

dari non PNS, pejabat keuangan BLUD wajib berasal dari PNS yang    
merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang daerah pada Dinas 
Kesehatan. 

 
 
 

Pasal 21I 
 

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola BLUD dan     
pegawai BLUD yang berasal dari non PNS, diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati. 
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Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada  tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul 
 

 
 

Ditetapkan di Bantul 
pada tanggal   12 Agustus 2016                             
 

BUPATI BANTUL, 
 

        ttd. 
 
 

SUHARSONO 
 
Diundangkan di Bantul 

pada tanggal  12 Agustus 2016 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, 
 
                              ttd. 

 
 

RIYANTONO 
 

 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 63 

 

 
 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 
u.b. Asisten Pemerintahan 
Kepala Bagian Hukum 
 
 
 
GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H 
NIP. 19691231 199603 1 017 
 

 
 




